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PERATURAN
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TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang :

Mengingat

b.

1.

a.

bahwa untuk pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi
antar unit kerja dalam penyusunan perencanaan
pembangunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika guna mendukung arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional, perlu dilakukan rapat koordinasi
perencanaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan
Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 90);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1528); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan



Menetapkan :

10.

11.
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Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1740);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau
Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1741);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT
adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai
tingkat atau target kinerja berupa masukan dan/atau
keluaran yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi
pada satu tahun tertentu.

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan di
sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendaharawan Umum Negara (BUN).

Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat
POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja
dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah /lembaga atau masyarakat yang



7.

10.

11.
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dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personel (sumber daya manusia) , barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu
Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas
dan kualitas terukur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang
selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah
non-Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi

penyelenggaraan Rapat Perencanaan Nasional, Rapat

Koordinasi Provinsi, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat

Koordinasi Nasional, dan Rapat Evaluasi Nasional.



